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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaaan RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 

Januari 1988 

A. Konsonan  

Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan 

sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan 

transliterasinya dengan huruf Latin: 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د
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 Ẑal ẑ ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik (di atas)’ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

B. Vokal (Tunggal dan Rangkap) 

1. Vokal tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, ransliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah  A A 

  َ  Kasrah  I I 

  َ  Dhammah  U U 
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2. Vokal rangkap 

 Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya  Ai  a dan i يْ   ...

 Fathah dan wau  Au  a dan u  وْ   ...

 

C. Ta’ marbutah 

Ta’ marbutah hidup dilambangkan dengan “t” 

Contoh : 

ة  الأ  طْفا  ل    وْض   ditulis      rauḍah al-aṭfāl ر 

Ta’ marbutah mati dilambangkan dengan “h” 

Contoh : 

ة   نوَّ ر  د  ين ة  الم  -ditulis  al-Madĭnah al   الم 

Munawwarah 

D. Syaddah 

 Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

بَّن ا   ditulis  rabbanā  ر 

 ditulis  al-birr  الب ر  
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E. Kata sandang (di depan huruf sayamsiyah dan qomariyah) 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

Contoh: 

ل   الرَّ   ditulis  ar-rajulu  ج 

ي  د   ditulis  as-sayyidu  السَّ

 ditulis  as-syamsu  الشَّمْس  

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digasriskan di depan 

dan sesuai dengan bunyinya 

Contoh : 

 ditulis  al-qalamu  الق ل م  

 ditulis  al-badĭ’u  الب د  يْع  

لا  ل    ditulis   al-jalālu  الج 

F. Hamzah 

 Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan 

tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, 

huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof /`/.  

Contoh : 

 ditulis  umirtu  أمرت

ditulis  syai`u  شىء
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MOTTO 

 

 اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 
"sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." 

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6)  

 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan...” 

(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)  
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ABSTRAK 

RETNO DWI FITRIANI. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY 

(FINTECH) LENDING SYARIAH. Skripsi. Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan,  

Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. 

Financial Technology merupakan suatu kemajuan inovatif di 

bidang teknologi informasi pada layanan keuangan . Salah satu jenis 

fintech yang banyak diminati adalah fintech lending, yaitu kegiatan 

pinjam meminjam berdasarkan teknologi. Beroperasinya 

penyelenggaraan fintech lending syariah di Indonesia dengan melalui 

beberapa proses yang cukup panjang mulai pendaftaran perizinan 

sampai diterimanya permohonan izin tersebut. Namun, perkembangan 

teknologi yang semakin canggih dan memberikan manfaat berupa 

kemudahan, nyatanya belum benar-benar memberikan keamanan 

terutama pada penyelenggaraan fintech lending, serta POJK Nomor 

10/POJK.05/2022 tersebut belum mengakomodir terkait fintech lending 

berdasarkan prinsip syariah secara detail, tetapi masih cenderung 

terhadap fintech lending secara konvensional. Hal ini menjadi suatu 

kelemahan yuridis pada perlindungan hukum fintech lending syariah. 

Sehingga peneliti akan mengkaji dan menganalisis terkait kelemahan 

mengenai peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan hukum  

penyelenggara fintech lending serta akibat hukumnya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Dengan mengkaji dan menelaah peraturan atau regulasi sebagai sumber 

hukum, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada layanan 

fintech lending syariah. 

Hasil penelitian mengungkapkan Bentuk perlindungan hukum 

terhadap penyelenggara fintech lending syariah, diatur dalam POJK, 

PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. 

Namun terdapat beberapa kelemahan yang masih ada  pada peraturan 

tersebut. Pertama, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut lebih 

mengakomodir pembaruan mengenai pinjam meminjam secara 

konvensional. Kedua, fintech lending  syariah saat ini masih adanya 

ketidakpastian hukum. Ketiga, POJK masih hanya sebatas aturan 

lembaga yang tidak dapat mengikat ke seluruh platform fintech. 
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Keempat, POJK dan PBI tidak dijelaskan secara tegas mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa dan hanya memberikan  ketentuan 

sanksi yang bersifat administratif. Kelemahan aturan perlindungan 

hukum terhadap penyelenggara fintech lending syariah menimbulkan 

akibat. Seperti munculnya risiko keuangan; ketidakpastian hukum; 

kepercayaan masyarakat menurun; kurangnya perlindungan konsumen; 

serta, sanksi yang hanya bersifat administratif masih dirasa kurang 

memberikan dampak yang jera. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

kelemahan ini, diperlukan peraturan yang lebih komprehensif dan tegas 

yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan 

kejelasan dan kepastian hukum bagi penyelenggara fintech lending 

syariah. 

 

Kata Kunci: Fintech Lending Syariah, Perlindungan Hukum, Akibat 

Hukum. 
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ABSTRACT 

RETNO DWI FITRIANI. 2024. LEGAL PROTECTION OF 

SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING 

PROVIDER. Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty 

Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan, 

Skripsi Advisor: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. 

Financial Technology is an innovative advance in the field of 

information technology on financial services. One type of fintech that is 

in great demand is fintech lending, which is a technology-based lending 

activity. It operates the maintenance of fintech lending shariah in 

Indonesia through several long processes beginning registration of 

licenses until it receives the application for such permission. However, 

the increasingly sophisticated technological developments and the 

benefits of facility, in fact, have not really provided security especially 

in the maintenance of fintech lending, as well as POJK No. 

10/POJK.05/2022 has not accommodated the fintech-related lending 

based on the principle of Shariah in detail, but is still inclined to the 

conventional FinTech lending. It became a jurisprudent weakness on 

the protection of the fintech lending law of Shariah. So the researchers 

will study and analyze the related weaknesses regarding the 

regulations that provide legal protection to the fintech lending 

organizer and its legal consequences. 

The type of research used is normative juridical research with a 

statute approach. By reviewing and reviewing regulations or 

regulations as a legal source, to find out the legal protection of the 

services of fintech lending sharia. 

The results of the research revealed the form of legal protection 

against the organizers of Sharia fintech lending, regulated in POJK, 

PBI, and some regulations issued by related ministries. However, there 

are still some weaknesses in the rules. Firstly, POJK No. 

10/POJK.05/2022 is more suitable for updates on borrowing 

borrowings in a conventional way. Secondly, the current legal 

uncertainty of the Sharia fintech lending is still present. Thirdly, POJK 

is still just a framework of institutional rules that cannot bind the entire 

fintech platform. Fourthly, the POJK and the PBI have not explicitly 

explained the mechanism of dispute settlement and only provided 

provisions of administrative sanctions. The weakness of the rules of 

legal protection against the organizers of the fintech lending sharia has 
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consequences. Such as the emergence of financial risks; legal 

uncertainty; declining public confidence; lack of consumer protection; 

and, sanctions that are merely administrative are still felt to have less 

impact. Therefore, to overcome these weaknesses, a more 

comprehensive and firm regulation is needed that not only protects 

consumers, but also provides legal clarity and certainty for fintech 

lending organizers. 

Keywords: Fintech Lending Sharia, Legal Protection, Legal Effects. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Financial Technology  atau biasa disebut sebagai fintech, 

merupakan suatu kemajuan inovatif di bidang teknologi informasi 

pada layanan keuangan yang memberikan kemudahan, 

kenyamanan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan 

transaksi.  Menurut Financial Stability Board’s mendefinisikan 

fintech adalah inovasi layanan keuangan didukung dengan 

penggunaan teknologi yang dapat menghasilkan seperti model 

bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk yang berdampak, dan 

berkaitan dengan pasar, lembaga keuangan, dan layanan jasa 

keuangan.1 Selain memberikan kemudahan terhadap masyarakat 

sebagai konsumen, fintech juga memberikan manfaat kepada para 

pelaku usaha dan pemerintah.  

 Pengguna fintech  terus berkembang dari tahun ke tahun. 

Bersumber pada word bank pengguna fintech yang awalnya 7% di 

tahun 2007, berkembang menjadi 20% di tahun 2011, kemudian 

meningkat menjadi 36% di tahun 2014, dan di tahun 2017 sudah 

menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan.2 

Hal ini menunjukkan peluang bagi para penyelenggara fintech 

sangatlah besar, sebagaimana dilihat dari data statistik yang 

dikeluarkan OJK menunjukkan peningkatan pengguna fintech di 

Indonesia. 

 Banyak jenis fintech yang muncul di Indonesia, salah satu jenis 

fintech yang banyak diminati masyarakat Indonesia adalah peer-to-

peer lending atau fintech lending. Fintech Lending merupakan 

praktik atau aktivitas pinjam meminjam uang yang mempertemukan 

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform 

 
1Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, “Isu-isu Hukum Di Sektor 

Fintech”, (Malang- Setara Press, 2021), 5. 

 2OJK, “Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun”, 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468 (Diakses 18  Desember 

2023). 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468


 

 

2 

 
 

digital.3 Selain konvensional, adapun  fintech lending syariah yang 

operasionalnya menerapkan prinsip syariah dan tidak menggunakan 

instrumen bunga, yang berarti tidak boleh mengandung unsur-unsur 

seperti maisir (judi), gharar (penipuan), dan riba. Berdasarkan data 

dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 9 Oktober 

20234, terdapat 101 perusahaan fintech lending yang berizin OJK, 

meliputi 7 perusahaan fintech lending syariah dan 94 perusahaan 

fintech lending konvensional.  

 Fintech Lending yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, 

kemudian mengeluarkan Peraturan sebagai regulasi 

penyelenggaraan fintech lending di Indonesia yakni Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun 

peraturan tersebut dinilai lebih condong pada fintech lending 

konvensional, sehingga pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan 

kembali mengeluarkan peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 

tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 

sebagai bentuk perbaikan dan perubahan peraturan layanan pinjam 

meminjam berbasis teknologi informasi menjadi bentuk yang lebih 

sempurna dengan substansi lebih lengkap.  

 Peraturan tersebut menjadi dasar hukum pada layanan  fintech 

lending baik berbasis konvensional maupun prinsip syariah. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan  

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Penyelenggara menjalankan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah5, kemudian setiap 

penyelenggara fintech lending secara konvensional tidak boleh 

 
 3OJK, “Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”, Seri Literasi Keuangan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: 2019), 235.  

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/ (Diakses 13 

Desember 2023). 

 4OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023”,  

https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-

Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx (Diakses 20 Desember 2023). 

 5Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan 

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku/.pdf
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx


 
 

3 

 
 

melaksanakannya berdasarkan prinsip syariah, begitupun 

sebaliknya setiap penyelenggara fintech lending syariah tidak boleh 

melaksanakan usaha secara konvensional, ini sesuai dengan ayat (3) 

dan (4) Pasal 24. 

 Pengaturan mengenai fintech lending syariah selain pada 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak terlepas juga pada Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial, serta dalam operasionalnya berdasarkan pada 

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

 Beroperasinya penyelenggaraan fintech lending syariah di 

Indonesia tentunya dengan melalui beberapa proses yang cukup 

panjang mulai dari proses pendaftaran perizinan sampai 

diterimanya permohonan izin tersebut. Secara garis besar, pendirian 

bisnis fintech lending syariah harus terlebih dahulu memperoleh 

izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan 

yang berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Bab II pasal 8 

bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI 

harus terlebih dahulu memperoleh  izin usaha dari Otoritas Jasa 

Keuangan.  Serta beberapa dokumen yang harus disampaikan oleh 

penyelenggara sebagaimana dijelaskan dalam POJK Nomor 

10/POJK.05/2022 pasal 9 bahwa Direksi harus mengajukan 

permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan 

menggunakan format 2 tercantum dalam lampiran dokumen.6 

 Akan tetapi, Sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan telah 

mencatat pengaduan masyarakat terkait penagihan pinjaman dalam 

layanan industri fintech lending mencapai sebesar 35,29% dari total 

sebanyak 4.548 pengaduan. Seperti pengaduan pada tahun 2020 

diterima sebanyak 25 pengaduan, meningkat secara signifikan pada 

tahun 2021 sebanyak 1.726 pengaduan, dan pada tahun 2022 
 

 6Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan 

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 
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sebanyak 2.797 pengaduan.7 Kemudian sepanjang tahun 2023, 

Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat terdapat 23.064 pengaduan, 

menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, menyatakan 

bahwa diantaranya sebanyak 5.677 pengaduan berasal dari layanan 

industri financial technology.8 

 Berdasarkan uraian tersebut, tentunya dampak negatif ataupun 

kerugian tidak hanya dialami oleh para pengguna fintech lending, 

namun juga pihak penyelenggara yang menyediakan layanan  

fintech lending itu sendiri, seperti berkurangnya rasa kepercayaan 

pengguna terhadap fintech lending. Sehingga meskipun sudah 

adanya peraturan mengenai fintech lending yaitu POJK Nomor 

10/POJK.05/2022, masih dirasa belum memberikan perlindungan 

hukum yang kuat terhadap  penyelenggara fintech lending terutama 

berbasis syariah. 

  Sebagaimana  penelusuran peneliti bahwa dalam Peraturan OJK 

Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama 

Berbasis Teknologi Informasi tersebut belum mengakomodir terkait 

fintech lending berdasarkan prinsip syariah secara detail, tetapi 

masih cenderung terhadap fintech lending secara konvensional. Hal 

ini menjadi suatu kelemahan yuridis pada perlindungan hukum 

fintech lending syariah, yang mana seharusnya hukum mampu 

memberikan  perlindungan sebagai bentuk kepastian hukum bagi 

masyarakatnya. Sehingga perlu adanya bentuk pengawasan dan 

regulasi dari pemerintah yang lebih kuat khususnya pada  

penyelenggaraan  fintech lending syariah. 

 Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji dan menganalisis terkait 

kelemahan mengenai peraturan-peraturan yang memberikan 

 
 7M. Agus Yozami, “Pengaduan Layanan Fintech Didominasi Perilaku Petugas 

Penagihan” https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-layanan-fintech-

didominasi-perilaku-petugas-penagihan-lt65575deda22df/ (Diakses pada 20 Juli 

2024). 

 8M. Agus Yozami, “Pengaduan Konsumen ke OJK Sepanjang 2023 

Didominasi Sektor Perbankan” https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-

konsumen-ke-ojk-sepanjang-2023-didominasi-sektor-perbankan-lt65a0e6761d664/ 

(Diakses pada 20 Juli 2024). 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-layanan-fintech-didominasi-perilaku-petugas-penagihan-lt65575deda22df/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-layanan-fintech-didominasi-perilaku-petugas-penagihan-lt65575deda22df/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-konsumen-ke-ojk-sepanjang-2023-didominasi-sektor-perbankan-lt65a0e6761d664/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-konsumen-ke-ojk-sepanjang-2023-didominasi-sektor-perbankan-lt65a0e6761d664/
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perlindungan hukum  penyelenggara fintech lending serta akibat 

hukumnya dengan melakukan dan menuangkannya dalam sebuah 

penelitian yang judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY 

(FINTECH) LENDING SYARIAH. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya penulis  dapat 

merumuskan masalah  sebagai berikut: 

1. Apa kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap 

penyelenggara fintech lending syariah? 

2. Bagaimana kibat hukum atas kelemahan aturan perlindungan 

hukum terhadap penyelenggara fintech lending syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan kelemahan aturan perlindungan hukum 

terhadap penyelenggara fintech lending syariah. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum atas kelemahan aturan 

perlindungan hukum terhadap penyelenggara fintech lending 

syariah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan 

informasi yang bisa digunakan baik secara teori maupun praktis 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teori 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

sarana menambah wawasan dalam bidang hukum serta menjadi 

rujukan dalam sebuah pemikiran dalam bidang hukum.   

2. Kegunaan Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

civitas akademika sebagai sumber penelitian yang dilakukan 
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dan membantu penulis meningkatkan kemampuan berpikirnya 

melalui penelitian terkait. 

 

E. Kerangka Teoretik 

 Dalam kegiatan penelitian, diperlukan kajian teori untuk 

menjembatani masalah penelitian dengan data yang ingin diperoleh. 

Oleh karena itu, teori-teori berikut digunakan oleh penulis dalam 

penelitian, yaitu: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Perlindungan hukum berarti tempat perlindungan, suatu 

perbuatan (hal dan sebagainya) yang harus dilindungi. Makna 

dari kata “perlindungan” memiliki unsur yang serupa, yaitu 

unsur tindakan melindungi, dan unsur cara-cara melindungi. 

Sehingga dapat disimpulkan perlindungan berarti melindungi 

terhadap pihak tertentu dengan cara atau tindakan tertentu. 

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu 

pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber 

pada Pancasila.9 Sarana perlindungan hukum terhadap warga 

negara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk 

perlindungan hukum preventif, yaitu rakyat diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya 

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif (sudah pasti).10 Oleh karena itu, tujuan perlindungan 

hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya konflik. 

Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan 

negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sebab, 

adanya perlindungan hukum preventif mendorong negara untuk 

mengambil keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan diskresi 

(kebebasan memilih). Dengan sarana itu, misalnya sebelum 

 
 9Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia” 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 205. 

 10Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia” 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1987),  2. 
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pemerintah menetapkan rencana keputusan, masyarakat dapat 

mengajukan keberatan, atau memberikan pendapatnya terhadap 

rencana keputusan tersebut. Sedangkan sarana perlindungan 

hukum yang represif, yaitu lebih bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa.11 Sehingga penyelenggaraan perlindungan hukum 

masyarakat dilakukan secara represif oleh Peradilan Umum atau 

badan hukum yang berwenang di Indonesia atau di suatu 

negara. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan 

hukum yang berlandasan prinsip pengakuan akan harkat dan 

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip 

Negara Hukum Pancasila, yaitu diarahkan kepada usaha-usaha 

untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan 

rakyat, menyelesaikan sengketa antara  pemerintah dan rakyat 

secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir 

dalam usaha penyelesaian sengketa antara pemerintah dan 

rakyat.12   

2. Konsep Fintech Lending Syariah 

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial 

Technology yang diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi 

teknologi keuangan.  Secara sederhana, fintech diartikan sebagai 

pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk 

meningkatkan layanan di industri keuangan.13 Dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 dijelaskan 

bahwa Fintech atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis 

Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa 

keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan 

penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem 

 
 11 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia” 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2. 
 12 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di 

Indonesia” (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),  210. 

 13Tim Dinar, “Fintech Syariah Teori dan Terapan” (Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2020), 2. 
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elektronik dengan menggunakan internet.14 Salah satu jenis 

fintech  yang berkembang di Indonesia adalah Fintech Lending 

atau Fintech Peer-to-peer-Lending dalam bahasa Indonesia 

dikenal dengan istilah pinjam meminjam berbasis teknologi.  

Fintech lending syariah atau layanan pembiayaan 

berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah juga 

dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-

MUI/II/2018 yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan 

berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau 

menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima 

pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui 

sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.15 Oleh 

karena itu, penyelenggaraannya harus dilakukan sesuai dengan 

prinsip syariah dan terhindar dari riba atau kerugian lainnya 

yang bertentangan dengan syariah. 

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan layanan fintech 

lending yaitu:16 

a. Borrower (Peminjam Dana Pembiayaan), yakni orang 

perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan pembiayaan pada platform 

Fintech Lending. 

b. Lender (Pemilik/Pemberi Dana Pembiayaan), yakni orang, 

badan hukum, dan/atau badan usaha Indonesia atau asing 

yang dikenal sebagai investor yang menyediakan modal 

pembiayaan untuk suatu proyek atau kegiatan usaha tertentu 

pada platform Fintech Lending. 

 
 14Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 

 15Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II /2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 

 16Orryza Sativa Devi, Destian Arshad Darulmalshah Tamara dan Muhamad 

Umar Mai,  “Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami 

Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar”, Indonesian Journal 

of Economics and Management2, no. 2  (2022): 411. 

https://doi.org/10.35313/ijem.v2i2.3695  

https://doi.org/10.35313/ijem.v2i2.3695
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c. Fintech (Peer To Peer) Lending, yakni sebuah perusahaan 

yang menyediakan layanan keuangan untuk 

menghubungkan antara penyedia dana pembiayaan dan 

penerima pembiayaan melalui platform menggunakan 

internet. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

 Selain itu, penulis mengkaji beberapa penelitian sebelumnya 

yang relevan, yang disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Relevan 

 

No Penelitian Persamaan  Perbedaan  

1.   Penelitian oleh Ryesista 

Arianova17, hasil 

penelitian dijelaskan 

dalam pelaksanaan 

pembiayaan peer to peer 

lending  di Ammana 

ditemukan beberapa 

faktor penyebab 

terjadinya gagal bayar 

seperti Force Majeur 

akibat Pandemi Covid-

19, cidera janji, serta 

terjadinya Fluktuasi 

usaha sehingga 

terjadinya 

ketidakstabilan dalam 

usaha. Pihak PT 

Ammana sudah 

Kesamaan 

pada objek 

kajian 

penelitian 

yaitu layanan 

fintech 

lending 

syariah. 

 

Fokus penelitian 

dan metode 

penelitian, 

penelitian 

terdahulu 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

hukum lender 

pada salah satu 

layanan fintech 

lending syariah 

yaitu PT 

Ammana dengan 

metode 

penelitian 

normatif dan 

empiris, 

 
 17Ryesista Arianova, “Perlindungan Hukum Terhadap Lender pada Kasus 

Gagal Bayar dalam Pembiayaan  Peer To Peer Lending Syariah”, Skripsi Sarjana 

Hukum, (Jakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023). 

https://repository.uinjkt.ac.id/  

https://repository.uinjkt.ac.id/
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memberikan upaya-

upaya dalam melindungi 

para pihak agar 

terhindar dari gagal 

bayar seperti 

Transparansi dalam 

informasi layanan 

produk, keandalan dan 

keamanan sistem, 

perlindungan data 

pribadi, perlindungan 

atas cidera janji serta 

perlindungan pengaduan 

dan penyelesaian 

sengketa. 

sedangkan 

penelitian 

penulis 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

hukum terhadap 

penyelenggara  

fintech lending 

syariah dengan 

metode 

penelitian yuridis 

normatif. 

 

2.  Penelitian oleh Fiqih 

Zeem18, hasil penelitian 

menjelaskan mekanisme 

Peer To Peer Lending 

Syariah di 

danasyariah.id telah 

mengacu pada Fatwa 

DSN-MUI dan sudah 

ada Dewan Pengawas 

Syariah untuk menjamin 

pemenuhan prinsip 

syariah. Namun, karena 

tidak adanya regulasi 

yang mengatur jaminan 

prinsip syariah dalam 

operasional fintech 

Kesamaan 

objek kajian 

penelitian 

yaitu fintech 

lending 

syariah. 

 

Fokus penelitian, 

pendekatan 

penelitian dan 

metode 

penelitian 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu fokus 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

hukum terhadap 

pemenuhan 

prinsip syariah 

pada salah satu 

platform fintech 

 
 18Fiqih Zeem, “Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah 

Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Syariah 

Di Aplikasi Danasyariah.Id”, Skripsi Sarjana Hukum, (Pekalongan: Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri K. H Abdurrahman Wahid, 2022). 



 
 

11 

 
 

lending syariah, ada 

kekosongan hukum 

yang menimbulkan 

konsekuensi hukum atau 

jaminan prinsip syariah, 

dan ketidakmaksimalan 

pemerintah dalam upaya 

untuk melindungi 

fintech lending syariah, 

termasuk terhadap 

platform danasyariah.id. 

lending syariah, 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

menggunakan 

metode 

penelitian 

empiris, 

sedangkan fokus 

penelitian 

penulis yaitu 

perlindungan 

hukum terhadap 

penyelenggara  

fintech lending 

syariah dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan 

menggunakan 

metode 

penelitian yuridis 

normatif. 

3.  Penelitian oleh Nasrudin 

Madjid Setyadi19, hasil 

penelitian  menjelaskan 

dalam pinjaman online 

jika tidak melakukan 

keterlambatan 

pembayaran akan aman, 

akan tetapi jika ada 

Kesamaan 

pada objek 

kajian 

penelitian dan 

jenis 

penelitian 

yaitu Fintech 

dengan jenis 

Fokus penelitian 

,  sampel 

penelitian dan 

jenis penelitian 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu 

membahas 

 
 19Nasrudin Madjid Setyadi, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman 

Online dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen”, Skripsi Sarjana Hukum, (Semarang: Perpustakaan Universitas Islam 

Sultan Agung, 2022). http://repository.unissula.ac.id/  

http://repository.unissula.ac.id/
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keterlambatan 

pembayaran data pribadi 

menjadi tidak aman, 

adapun perlindungan 

hukum yang dilakukan 

oleh negara kepada 

debitur selaku 

konsumen dalam fintech  

pada platform 

penyelenggara fintech  

yang ilegal atau tidak 

terdaftar dan berizin di 

OJK, mengingat masih 

maraknya penyebaran 

platform  penyelenggara 

fintech  yang ilegal di 

masyarakat. Sehingga 

OJK melalui Satgas 

Waspada Investasi yang 

berkoordinasi dengan 

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika pada Juli 

2021 berhasil 

memblokir 172 entitas 

fintech ilegal. Selain itu 

untuk bisa memberantas 

pinjaman online ilegal 

salah satunya dengan 

cara penguatan literasi 

di masyarakat. 

penelitian  

normatif. 

 

mengenai 

perlindungan 

terhadap 

penerima 

pinjaman online 

dengan sampel 

dari hasil 

wawancara serta 

jenis penelitian 

tidak hanya 

normatif juga 

penelitian 

empiris, 

sedangkan fokus 

penelitian 

penulis pada 

perlindungan 

penyelenggara  

fintech lending 

syariah dengan 

sampel dari 

kajian pustaka 

dan jenis 

penelitian yuridis 

normatif. 
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4.   Penelitian oleh Naurah 

Aathifah Nursaidi20, 

hasil penelitian 

menjelaskan ketentuan 

pada hukum positif 

mengenai praktik utang 

piutang dijelaskan pada 

POJK Nomor: 

77/POJK.07/2016 

tentang Layanan 

Pinjaman Uang Berbasis 

Teknologi Informasi 

serta dalam ketentuan 

Hukum Ekonomi 

Syariah yang 

memperbolehkan 

praktik utang piutang 

online dengan 

memenuhi syariat Islam, 

serta perlindungan 

hukum kepada 

peminjam menurut 

hukum positif  apabila 

terjadi masalah dalam 

transaksi peminjaman 

dapat melaporkannya 

kepada asosiasi resmi 

yang ditunjuk oleh 

Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan kepada OJK 

langsung dan menurut 

Kesamaan 

pada objek 

kajian 

penelitian dan 

metode 

penelitian 

yaitu Fintech 

dengan 

metode 

penelitian 

normatif. 

 

Fokus penelitian 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu hanya 

pada 

perlindungan 

nasabah fintech, 

sedangkan fokus 

penelitian 

penulis yaitu 

perlindungan 

hukum terhadap 

penyelenggara  

fintech lending 

syariah. 

 

 
 20Naurah Aathifah Nursaidi, “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi 

Pinjaman Online (Fintech)”, Skripsi Sarjana Hukum, (Makassar: Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021). http://repositori.uin-alauddin.ac.id/ 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/
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Hukum Ekonomi 

Syariah, perlindungan 

hukum yang diberikan 

berupa hukuman ganti 

rugi, pembatalan akad  

perjanjian, peralihan 

risiko, denda, dan 

pembayaran  biaya 

terkait kasus. 

5.  Penelitian oleh Heris 

Suhendar dan Ayon 

Diniyanto21, hasil 

penelitian dijelaskan 

bahwa kolaborasi 

konsep akad  dalam 

Fatwa DSN-MUI 

Nomor: 117/DSN-

MUI/II/2018 dan 

pelaksanaan/operasional 

kegiatan usaha dalam 

penyelenggaraan fintech 

lending syariah, serta 

kegiatan usaha yang 

terlibat dalam 

penyelenggaraan fintech 

lending syariah tidak 

diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: 

77/POJK.01/2016. 

Akibatnya fungsi 

Dewan Pengawas 

Kesamaan 

pada objek 

kajian 

penelitian, 

pendekatan 

dan metode 

penelitian 

yaitu regulasi 

fintech 

lending 

syariah 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan 

menggunakan 

metode 

penelitian 

normatif. 

 

Fokus penelitian 

berbeda, 

penelitian 

terdahulu  tidak 

hanya membahas 

mengenai 

regulasi fintech 

lending syariah 

juga fungsi 

pengawasan 

jaminan 

pemenuhan 

prinsip syariah 

dalam  

penyelenggaraan 

fintech lending 

syariah 

sedangkan fokus 

penelitian 

penulis yaitu 

perlindungan 

hukum terhadap 

penyelenggara  

 
 21Heris Suhendar dan Ayon Diniyanto, “Pengawasan dan Regulasi Terhadap 

Financial Technology (Fintech) Lending Syariah”, El-Iqtishady2, no. 2 (2020): 128. 
https://journal.uin-alauddin.ac.id/   

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/16213/10517
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Syariah untuk 

mengawasi dan 

menjamin pemenuhan 

prinsip syariah serta 

perlindungan hukum 

untuk penyelenggaraan 

fintech lending syariah 

dianggap lemah, juga 

tidak diatur mengenai 

kegiatan dan operasional 

usaha, dan lembaga 

penyelesaian sengketa 

fintech lending syariah. 

fintech lending 

syariah. 

Sumber : Hasil Penelitian Peneliti 

 

 Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Financial 

Technology Lending Syariah ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam tabel 1. 

Penelitian ini lebih menekankan fokus penelitian pada perlindungan 

hukum terhadap penyelenggara  fintech lending syariah dengan 

jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga memiliki 

kebaruan data yang diambil mengikuti perkembangan fintech 

lending syariah di Indonesia saat ini meliputi waktu serta fokus 

penelitian. 

 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian menjadi sarana pokok dalam melakukan 

penelitian, karena sebagai pola berpikir dalam menyelesaikan 

penelitian melalui teknik penelitian. penelitian ini menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis 

Normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum 

yang diakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai 

dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran 
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terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.22 Oleh karena itu, 

dalam penelitian hukum, hasil yang diharapkan adalah right 

(benar), appropiate (sesuai), inappriate (tidak tepat) atau wrong 

(salah). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil 

penelitian hukum sangat memiliki nilai. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu 

hukum yang sedang dibahas.23 Sehingga penulis akan mengkaji 

dan menelaah peraturan, regulasi dan sumber hukum yang 

mengatur terkait dengan objek penelitian yang diteliti, seperti 

pada Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 

kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan 

perundang-undangan lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar 

hukum. 

3. Bahan Hukum 

Berikut adalah bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.24 Bahan 

hukum primer tersebut terdiri dari: 

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama 

Berbasis Teknologi Informasi. 

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 
 22Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu 

Tinjauan Singkat)” (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.  

 23Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University 

Press, 2020), 56. 
 24Peter Mahmud Marzuki,”Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2007), 141. 
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3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 

tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

4) Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang 

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah. 

b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.25 

Bahan hukum sekunder seperti buku teks, kamus, jurnal-

jurnal hukum (termasuk tesis dan skripsi hukum), dan 

literatur online yang sesuai dengan topik penelitian penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik pengumpulan bahan yang peneliti lakukan dalam 

penelitian, yaitu menggunakan kajian kepustakaan (studi 

pustaka) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder.26 Penelusuran bahan 

hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, 

mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui 

media internet atau website. 

5. Teknik Analisis Bahan 

Selanjutnya, melakukan analisis berdasarkan sumber 

hukum primer dan sekunder. Dalam melakukan penelitian 

hukum setelah mengidentifikasi fakta hukum selanjutnya adalah 

menelaah isu hukum terlebih dahulu yang dirujuk kepada bahan 

hukum yang telah dikumpulkan  baik primer dan sekunder. 

Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berupa argumen-

argumen yang menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dan 

memberikan preskripsi berdasarkan argumen-argumen yang 

dikembangkan dalam kesimpulan tersebut. 

  

 
 25Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2007), 141. 

 26Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University 

Press, 2020, 65.  
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H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan adalah kronologi pembahasan dalam 

penelitian, maka struktur penelitian secara umum dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian 

yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.   

BAB II  TINJAUAN UMUM FINANCIAL TECHNOLOGY  

(FINTECH)  LENDING SYARIAH 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan secara umum 

yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian 

yaitu teori perlindungan hukum serta konsep-konsep fintech lending 

syariah. 

BAB III  REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PENYELENGGARA FINTECH LENDING 

SYARIAH 

Dalam bab ini berisi penjelasan beberapa data yang berhubungan 

dengan pembahasan penelitian,  yaitu peraturan yang mengenai 

fintech lending syariah di Indonesia serta aturan terkait 

perlindungan hukum terhadap penyelenggara fintech lending 

syariah. 

BAB IV  KELEMAHAN YURIDIS ATURAN 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PENYELENGGARA FINTECH LENDING SYARIAH DAN 

AKIBAT HUKUMNYA 

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai dua poin penting dalam 

pembahasan penelitian, yakni analisis terkait kelemahan yuridis 

aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara fintech lending 

syariah serta akibat hukumnya. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi Simpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti terkait 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada setiap 

sub yang telah peneliti kaji, selanjutnya peneliti akan memberikan 

simpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggara fintech 

lending syariah , saat ini hanya diatur dalam POJK, PBI, dan 

beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. 

Namun terdapat beberapa kelemahan yang masih ada  pada 

peraturan tersebut. Pertama, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 

tersebut lebih mengakomodir pembaruan mengenai pinjam 

meminjam secara konvensional. Kedua, fintech lending  syariah 

saat ini harus mengikuti pada Peraturan OJK Nomor 

10/POJK.05/2022, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-

MUI/II/2018, sehingga muncul  adanya ketidakpastian hukum. 

Ketiga, Peraturan OJK hanya bersifat peraturan teknis, yaitu 

segala norma-norma yang bersifat mendasar belum diatur. 

Norma mendalam seperti hal-hal yang wajib dilakukan, yang 

dilarang dilakukan dan yang boleh dilakukan. Keempat, baik 

dari POJK, PBI tidak dijelaskan secara tegas mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana sebagai 

upaya preventif dan represif bagi penyelenggaraan fintech 

lending. Dalam POJK  maupun PBI hanya memberikan  

ketentuan sanksi yang bersifat administratif. 

2. Kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara 

fintech lending syariah dapat menimbulkan berbagai akibat 

hukum bagi para pihaknya, terutama pihak penyelenggara. 

Seperti munculnya risiko keuangan; ketidakpastian bagi 

penyelenggara dalam menjalankan platform  fintech lending 

syariah; rasa kepercayaan publik terhadap penyelenggara fintech 

lending syariah menurun; bagi pengguna layanan fintech 

lending syariah mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang 

memadai; serta, sanksi yang hanya bersifat administratif baik 
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dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 maupun pada PBI Nomor 

19/12/PBI/2017 masih dirasa kurang memberikan dampak yang 

jera. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan ini, 

diperlukan peraturan yang lebih komprehensif dan tegas yang 

tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan 

kejelasan dan kepastian hukum bagi penyelenggara fintech 

lending syariah. 

B. Saran 

 Selanjutnya peneliti melalui penelitian ini menyampaikan 

beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Mendorong pemerintah untuk lebih mempertegas pengawasan 

terhadap penyelenggaraan fintech lending syariah dengan 

memperkuat regulasi yang lebih komprehensif dan tegas, serta 

adanya sanksi yang lebih tegas dan memberikan dampak yang 

jera. 

2. Bagi penyelenggara fintech lending syariah 

Layanan fintech lending  syariah diharapkan setiap 

penyelenggara untuk terus meningkatkan tingkat keamanan 

informasi. Dan selalu memastikan bahwa bentuk transaksi dan 

perjanjian sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh 

DSN-MUI. 

3. Bagi masyarakat 

Masyarakat yang menjadi pengguna dapat dengan baik serta 

teliti dalam melakukan pembiayaan berdasarkan teknologi 

informasi dengan memilih dan memperhatikan layanan fintech 

lending syariah yang sudah berizin pada OJK, serta 

memperhatikan dan mengikuti informasi terkait ketentuan, 

syarat, dan risiko pada platform layanan fintech lending syariah. 
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